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BUPATI PASANGKAYU 

PROVINSI SULAWESI BARAT  

PENYEMPURNAAN 

PERATURAN BUPATI  PASANGKAYU 

NOMOR 20 TAHUN 2025 

TENTANG  

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 39 

TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

 

BUPATI PASANGKAYU, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 

2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu 

Tahun Anggaran 2025, perlu menyusun  Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu 

Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu 

Tahun Anggaran 2025; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu 

Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu 

Tahun Anggaran 2025; 

 Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4270); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan 

pilar utama desentralisasi, memberikan kewenangan dan 

tanggung jawab luas kepada pemerintah daerah, termasuk 

otonomi dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan 

APBD. 

  7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757). Ini adalah undang-undang terbaru yang 

mengatur secara komprehensif hubungan keuangan antara 

pusat dan daerah, termasuk transfer dana dan pendapatan 

daerah, yang sangat berdampak pada struktur APBD. 

  8.  Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 



226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6995). Meskipun mengatur APBN, undang-undang 

ini sangat relevan karena menetapkan alokasi Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang menjadi komponen 

penting pendapatan daerah. 

  9.  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 

Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres ini menginstruksikan 

langkah-langkah efisiensi belanja yang harus 

diimplementasikan oleh kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun 

2025. 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), khususnya Pasal 

89 ayat (1) dan ayat (3) yang mengatur mengenai perubahan 

APBD dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 

tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan 

Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan 

Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. Permenkeu ini menegaskan konsekuensi bagi 

daerah yang tidak memenuhi alokasi belanja wajib. 

  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi 

Umum. Permenkeu ini memberikan pedoman lebih lanjut 

mengenai pengelolaan dan penyaluran komponen transfer 

dana dari pusat ke daerah. 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 

tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, 

Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 

2025. Regulasi ini sangat penting bagi daerah yang 

memiliki desa, mengatur alokasi dan pemanfaatan Dana 

Desa. 



  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Permendagri ini memberikan panduan komprehensif 

mengenai siklus perencanaan pembangunan daerah dan 

keterkaitannya dengan anggaran. 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah, khususnya Pasal 2 ayat (2). Peraturan ini 

memastikan keseragaman dalam pengklasifikasian 

program dan kegiatan serta jenis belanja di seluruh daerah. 

  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klaifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

  17. Keputusan Kementeian Keuangan Republik Indonesia 29 

Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer 

ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 

Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025. 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

MEMUTUSKAN: 



Menetapkan  : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2025 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu 

Nomor 39 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Nomor 39) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu. 

2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah 

Kabupaten Pasangkayu. 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Pasangkayu. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan 

sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah 

dalam penyusunan, pembehasan dan penetapan 

APBD. 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah 



a. semula Rp 936.988.699.174,- ( sembilan 

ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus 

delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan 

puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat 

rupiah)  

b. berkurang Rp132.665.235.111,00 (seratus tiga 

puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima 

juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus 

sebelas rupiah) 

jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 

804.323.464.063,00  (delapan ratus empat miliar tiga 

ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh 

empat ribu enam puluh tiga rupiah) 

2. Belanja daerah 

a. semula Rp956.185.642.597,00 (sembilan ratus 

lima puluh enam miliar seratus delapan puluh 

lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima 

ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan 

b. berkurang Rp104.452.591.665,82 (seratus empat 

miliar empat ratus lima puluh dua juta lima 

ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam 

puluh lima koma delapan puluh rupiah) 

jumlah belanja daerah setelah perubahan 

Rp851.733.050.931,18 ( delapan ratus lima puluh 

satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh 

ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma delapan 

belas rupiah) 

3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) semula Rp22.196.943.423 (dua puluh dua 

miliar seratus sembilan puluh enam juta 

sembilan puluh enam juta sembilan ratus 

empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh 

tiga rupiah) 

2) Bertambah Rp28.212.643.445,18 (dua puluh 

delapan miliar dua ratus dua belas juta enam 

ratus empat puluh tiga ribu empat ratus 

empat puluh lima koma delapan belas 

rupiah) 



jumlah penerimaan pembiayaan setelah 

perubahan Rp50.409.586.868,18 ( lima puluh 

miliar empat ratus sembilan juta lima ratus 

delapan puluh enam ribu delapan ratus enam 

puluh delapan koma delapan belas rupiah) 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) semula Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah); 

dan 

2) bertambah/(berkurang) Rp.0 (nol) 

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) 

jadi jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

 Rp47.409.586.868,18 ( empat puluh tujuh miliar 

empat ratus sembilan juta lima ratus delapan 

puluh enam ribu delapan ratus enam puluh 

delapan koma delapan belas rupiah) sisa lebih 

pembiayaan anggaran setelah perubahan

 (SILPA) Rp0(nol) 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari: 

1. Lampiran I  : Ringkasan Penjabaran Perubahan 

APBD Yang Diklasifikasi    Menurut 

Kelompok,    Jenis, Objek, Rincian 

Objek, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan. 

2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi. 

3. Lampiran III : Rincaian Perubahan APBD Menurut 

Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan. 

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahaan Belanja 

Menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan 

beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta 



keluaran. 

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja 

Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan Pemerintah 

Daerah dan Fungsi dalam kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara. 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang 

ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut 

dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang 

ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut 

dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Pasal 6 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan  Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pasangkayu. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pasangkayu 

 pada tanggal, 5 Desember 2025 

BUPATI PASANGKAYU, 

              Ttd. 
 
YAUMIL AMBO DJIWA 
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